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ABSTRAK 

Nama  : Rafida Alawiyah  

Nim     : 1810300002 

Judul : Peran Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar 

Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 

Tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Anak di Desa Baru 

Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat 

Tahun : 2022 

 

Penelitian ini membahas tentang Peran Dinas Pendidikan Dalam 

Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan 

Daerah No 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Anak 

di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat penelitian ini 

dilatarbelakangi karena masih ada anak yang putus sekolah, jadi pengangguran, 

berkeliaran, bermain, lebih memilih untuk bekerja dan merantau serta kurangnya 

motivasi dari orang tua sedangkan dilihat dari segi usia anak yang berusia 7-18 

tahun seharusnya duduk dikursi pendidikan dan melaksanakan program wajib 

belajar dua belas tahun sampai tamatdanmemperoleh ijazah sehingga 

menimbulkan peran dinas pendidikan dalam pelaksanaan program wajib belajar 

dua belas tahun tidak sesuai dengan aturan yang ada.  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (Field research), dengan menggunakan metode analisis deskriptif 

kualitatif.Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dengan cara wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Adapun pihak yang diteliti adalah Sekretaris Dinas 

Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat, anak yang putus sekolah dan orang tua 

serta masyarakat setempat yang berada di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan 

Kabupaten Pasaman Barat. 

Hasil dari penelitian menyebutkan bahwa Peran Dinas Pendidikan Dalam 

Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan 

Daerah No 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Anak 

di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat sudah 

terlaksana dan berperan dengan baik. Namun perlu peningkatan terhadap anak 

yang putus sekolah agar melanjutkan pendidikan 12 tahun hingga lulus dan 

menghasilkan ijazah. Adapuntinjauan fiqh siyasah terhadap Peran Dinas 

Pendidikan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah bahwa pentingnya peran 

seseorang pemimpin untuk mewajibkan masyarakat mematuhi dan menaati 

peraturan yang telah di tetapkan, karena sesuai dengan semangat fiqh siyasah 

dimana kebijakan pemerintah memberikan kemaslahatan pada masyarakat. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf 

Arab dan transliterasinya dengan huruf latin: 

Huruf

Arab 

NamaHuruf 

Latin 
Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

Dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ة

 Ta T Te ت

 a  ̇ Es (dengan titik di atas)̇  خ

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ح
Ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha H Kadan ha خ

 Dal D De د

 al  ̇ Zet (dengan titik di atas)̇  ذ

 Ra R Er ز

 Zai Z Zet ش

 Sin S Es س

 Syin Sy Esdanya ش

 ṣad ṣ ص
Es (dengan titik di 

bawah) 

 ḍad ḍ ض
De (dengan titik di 

bawah) 

 ṭa ṭ ط
Te (dengan titik di 

bawah) 

 ẓa ẓ ظ
Zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain .„. Koma terbalik di atas„ ع

 Gain G Ge غ
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Huruf

Arab 

NamaHuruf 

Latin 
Huruf Latin Nama 

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ه

ً Mim M Em 

ُ Nun N En 

ٗ Wau W We 

ٓ Ha H Ha 

 Hamzah ..‟.. Apostrof ء

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya 

berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fatḥah A A 

 Kasrah I I 

ْْٗ  Dommah U U 

 

b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya 

berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan 

huruf. 

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Nama 

..... ْٛ  Fatḥah dan ya Ai a dan i 

ْْٗ ْ...... Fatḥah dan wau Au a dan u 
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c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. 

Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 ...َ....ْا...َ..ٙ
Fatḥah dan alif atau 

ya 
 ̅ 

a dan garis atas 

ٙ..ٍ... Kasrah dan ya   
I dan garis di 

bawah 

ُ....ٗ  Dommah dan wau  ̅ 
u dan garis di 

atas 

 

3. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 

a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat 

harkat fatḥah, kasrah, dan  ḍommah, transliterasinya adalah /t/. 

b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat 

sukun, transliterasinya adalah /h/. 

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 

terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

4. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi 

ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang 

sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 
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5. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu: اه. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan 

antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang 

yang diikuti oleh huruf qamariah. 

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang 

diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, 

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang 

langsung diikuti kata sandang itu. 

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang 

diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang 

digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya 

6. Hamzah 

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 

ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan 

di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak 

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

7. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baikfi’il, isim, maupun huruf, ditulis 

terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang 

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf  atau harakat 

yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa 

dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. 
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8. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab 

huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan 

juga. Penggunaan huruf kapital sepertiapa yang berlaku dalam EYD, 

diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama 

diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 

bukan huruf awal kata sandangnya. 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu 

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan, huruf  kapital tidak dipergunakan. 

9. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu 

tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan 

pedoman tajwid. 

 

 

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-

Latin, Cetakan Kelima, Jakarta: Proyek Pengkajian dan 

Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah negara hukum, karena segala sesuatu ada 

hukum yang mengikat di dalamnya sebagaimana dalam pasal 3 ayat (1) 

dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi dalam pasal 

tersebut dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum baik itu 

berbangsa, bernegara begitu pula dengan pendidikan didasarkan atas hukum.  

Tantangan pendidikan nasional di Indonesia kian hari semakin berat. 

Bukan semakin berkurang, bahkan tantangannya justru semakin banyak dan 

bertambah kompleks. Salah satunya yang menjadi sorotan bahwa banyaknya 

para pelajar yang minatnya kurang dalam hal  pendidikan dan rendahnya rasa 

ingin tahu tetang hal-hal yang menarik dan yang urgen dalam dunia 

pendidikan. 

Untuk menghadapi tantangan rendahnya mutu pendidikan para pelajar di 

Indonesia yang masih relatif rendah tersebut, sekolah membutuhkan pedoman 

yang menjadi acuan dalam proses pembelajaran sehingga dapat menghasilkan 

para pelajar yang berkompeten sesuai dengan kemampuan dan bakatnya 

masing-masing. 

 

1 
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Dimana pendidikan nasional di Indonesia berpatokan dan berlandaskan pada 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memberikan amanat 

kepada pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan 

menyelenggarakan pendidikan nasional. Yang mana pendidikan merupakan usaha 

sadar untuk mengembangkan seluruh potensi siswa agar menjadi manusia yang 

seutuhnya, sebagaimana yang telah tercantum dalam pengertian  pendidikan di 

Indonesia yang telah tertulis dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan  Nasional, yang berbunyi sebagai berikut. 

Pendidikan adalah “usaha sadar dan terancam untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuataan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang di perlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.‟‟
1
 

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2008 tentang wajib belajar 

pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa wajib belajar adalah program pendidikan 

minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab 

pemerintah dan pemerintah daerah. Selanjutnya pada pasal 9 ayat (2) menyatakan 

bahwa warga negara Indonesia yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti 

program wajib belajar apabila daya tampung satuan pendidikan masih 

                                                           
1
Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional   
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memungkinkan serta di dalam ayat (3) warga negara Indonesia menyelesaikan 

pendidikannya sampai lulus atas biaya pemerintah atau pemerintah daerah.
2
 

Karena pendidikan merupakan faktor yang sangat urgen bagi  masyarakat, 

maju atau mundurnya kualitas masyarakat atau bangsa itu tergantung pada 

pendidikan yang ada pada bangsa tersebut.Yang mana pendidikan adalah upaya 

untuk membantu jiwa anak-anak didik baik lahir maupun batin, dari sifat 

kodratinya menuju kearah peradaban manusiawi dan lebih baik. Yang mana, 

pendidikan merupakan proses yang berkelajutan dan tidak pernah berakhir (Never 

Ending Proces). Sehingga dapat menghasilkan kualitas yang berkesinambungan 

yang ditujukan pada perwujudan sosok manusia masa depan dan berakar pada 

nilai-nilai budaya perwujudan serta pancasila.
3
 

Karena dalam pembukaan UUD 1945 telah dikatakan secara tegas bahwa 

salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Maka salah satu cara untuk dapat mencapai tujuan tersebut yaitu dengan 

pendidikan. Dimana pendidikan adalah hak asasi manusia setiap warga negara, 

yang sangat berperan penting bagi kesuksesan dan kesinambungan pembangunan 

suatu bangsa. UUD tahun 1945 pada pasal 31 ayat (1) yang berbunyi “setiap warga 

negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya‟‟.
4
 

                                                           
2
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Wajib Belajar  

3
Wayan Cong Sujana, “Fungsi dan Tujuan Pendidikan Indonesia” dalam Jurnal Pendidikan 

Dasar, Vol. 4 No. 1 Tahun 2019, hlm. 29. 
4
Undang-Undang Dasar  Pasal 31 Ayat (1)  
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Keseriusan pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan di 

Indonesia dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan. Salah 

satunya dengan cara adanya penegasan untuk hal tersebut dengan dikeluarkannya 

kebijakan program Wajib Belajar. “Program wajib belajar merupakan pelaksanaan 

dari Undang-Undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) No. 20 tahun 

2003‟‟.
5
 

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan 

bahwa istilah anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun 

termasuk anak yang masih dalam kandungan‟‟.
6
 

Hak atas pendidikan dasar juga tertuang dalam pasal 31 ayat (1) UUD NRI 

tahun 1945 yang berbunyi tiap-tiap orang berhak atas pengajaran. Tindak lanjut 

dari UUD NRI Tahun 1945 tersebut, diundangkan di dalam Undang-Undang No 

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
7
 Yaitu pada bagian konsideran 

butir (a) yang berbunyi: 

Bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah negara Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi 

                                                           
5
Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 

6
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

7
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang  Sistem Pendidikan Nasional 
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manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, 

masyarakat, pemerintah dan negara. 

Adapun prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:
8
 

1. Non diskriminasi 

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak 

3. Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan 

4. Penghargaan terhadap anak 

Peran dinas pendidikan merupakan aspek dinamis dalam menjalankan tugas, 

hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan sebagai bagian atau perangkat dari 

pemerintah yang mengurusi bidang pendidikan yang aktif dan berpartisipatif 

dalam memberikan sumbangan yang berguna dengan tujuan meningkatkan sumber 

daya manusia yang berkualitas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Peran pendidikan di dalam kehidupan manusia, terutama di zaman modern 

ini pendidikan diakui sebagai kekuatan yang sangat menentukan perubahan, 

prestasi dan produktivitas seseorang. Seseorang tidak berfungsi dalam masyarakat 

tanpa melalui proses pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal. 

Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 80 tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal terdapat 

pada pasal 5 ayat (1)  dikatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan 

masyarakat sesuai kewenangannya memfasilitasi warga negara usia 16 (enam 

                                                           
8
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
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belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas tahun) untuk mengikuti pendidikan 

menengah.  

Program pendidikan menengah universal (PMU) merupakan tahapan yang 

paling awal dari implementasi wajib belajar dua belas tahun, karena belum semua 

daerah mampu dan siap melaksanakan kebijakan tersebut. Penggunaan kata wajib 

belajar diganti dengan pendidikan menengah universal hal ini sesuai dengan 

kebijakan yang telah dituangkan dalam rencana strategis (rensta) kementerian 

pendidikan nasional bahwa satu tujuan yang akan dicapai dari pembangunan 

pendidikan menengah adalah tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan 

menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua Provinsi dan Kota. 

Pendidikan menengah universal yang menjadi sasarannya yaitu setiap warga 

Negara yang berusia 16 tahun sampai dengan 18 tahun yang artinya bahwa setiap 

warga negara yang berusia 7-18 tahun wajib untuk mengikuti pendidikan dasar 

sampai dengan SMA. 

Desa Baru merupakan sebuah Desa yang berada di Kecamatan Ranah 

Batahan Kabupaten Pasaman Barat.  Banyak anak-anak jadi pengangguran, 

berkeliaran, bermain danlebih memilih untuk bekerja sedangkan dilihat dari usia 

seharusnya layak  duduk dikursi pendidikan dan wajib belajar 12 tahun.  

Di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat anak-

anak ada yang bekerja di rumah makan, cafe,  pabrik kerupuk, toko-toko baju, 

warnet, pasar serta membantu orang tua ke kebun dan merantau ke Bukit Tinggi, 

Padang, Batam, Medan dan Jakarta. Padahal dilihat dari segi usia dan fisik 
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seharusnya tidak layak untuk bekerja karena diusia anak-anak yang bekerja 

kebanyakan di atas 11-18 tahun sedangkan diusia 7-18 tahun anak seharusnya 

layak duduk di kursi pendidikan dan mendapatkan hak-haknya untuk 

melaksanakan program wajib belajar dua belas tahun. 

Akan tetapi kenyataannya anak-anak di Desa Baru Kecamatan Ranah 

Batahan lebih dominan sibuk dengan dunia kerja tanpa memikirkan dunia 

pendidikan, disini orang tua juga kurang memberikan motivasi kepada anak-

anaknya sehingga anak tidak tertarik untuk melanjutkan pendidikan yang lebih 

tinggi dikarenakan tingkat pendidikan orang tua hanya pada tingkat pendidikan 

sekolah derajat dan sekolah menengah dan para anak-anak juga berfikir untuk 

tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan pendidikan 

orang tua hanya pada tingkatan SD dan SMP. 

Sehingga anak-anak beranggapan untuk tidak  melanjutkan pendidikan yang 

lebih tinggi karena sudah menghasilkan uang dan sibuk dengan dunia kerjanya 

tanpa berfikir panjang dengan dunia pendidikan  karena tanpa sekolah mereka 

sudah menghasilkan dan berbeda dengan anak-anak yang duduk di kursi 

pendidikan. 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 10 Tahun 

2016 Tentang Pemenuhan hak-hak anak pada pasal 13 ayat (1) bahwa warga 

negara masyarakat yang berusia 7 sampai 18 tahun wajib mengikuti pendidikan 

dasar dan menengah sampai tamat, akan tetapi pelaksanaan program wajib belajar 

12 tahun di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat 
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masih banyak anak yang putus sekolah dan lebih memilih untuk bekerja yang 

seharusnya duduk di bangku pendidikan dan merasakan pendidikan 12 tahun 

sampai lulus serta memperoleh ijazah.  

Dari minimnya semangat belajar anak-anak di Desa Baru Kecamatan Ranah 

Batahan Kabupaten Pasaman Barat penulis ingin meneliti bagaimana Peran Dinas 

Pendidikan Terhadap Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan 

Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 di Kabupaten Pasaman Barat karena dilihat 

dari kondisi masyarakat anak-anak masih mengutamakan dunia kerja 

dibandingkan pendidikan. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk 

membuat karya tulis ilmiyah yang berbentuk skripsi dengan judul „‟Peran Dinas 

Pendidikan Dalam Pelaksanaan Pogram Wajib Belajar Dua Belas Tahun 

Berdasarkan Peraturan Derah No. 10 Tahun 2016 TentangPenyelenggaraan 

Pemenuhan Hak-Hak Anak di Desa Baru Kecamatan Ranah  Batahan 

Kabupaten Pasaman Barat. 

B. Fokus Masalah  

Penelitian ini di fokuskan pada Peran Dinas Pendidikan dalam Pelaksanaan 

Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 

Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak-hak Anak di Desa Baru Kecamatan Ranah  

Batahan Kabupaten Pasaman Barat. 
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C. Batasan Masalah 

Untuk menghindari agar tidak terjadinya kesalahpahaman dan juga  bisa 

mempermudah pemahaman terhadap batasan istilah yang dibahas beserta 

mengartikan judul dalam penelitian ini sehingga peneliti memberikan batasan 

istilah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Pengertian peran adalah aspek dinamis kedudukan atau status, apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan maka ia 

menjalankan suatu peran tersebut. 
9
 

2. Dinas pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah pada urusan 

pemerintahan di bidang pendidikan.
10

 

3. Pendidikan adalahsuatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik 

supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dalam lingkungannya serta 

dengan demikian akan menimbulkan perubahan-perubahan dalam dirinya yang 

memungkinkan pendidikan tersebut berfungsi dalam kehidupan 

bermasyarakat.
11

 

4. Belajar adalah mencari informasi atau pengetahuan baru dari sesuatu yang 

sudah ada di alam.
12

 

5. Wajib belajar 

                                                           
9
Soejono Soekanto, Teori Peranan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 243. 

10
Agus Zulrahman, Peran dinas Pendidikan Kabupaten, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 3 Tahun 

2013. hlm. 1126. 
11

Khairunnisa, Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Kolaka, Jurnal 

Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan, Vol 6, Nomor 1 Tahun 2018 hlm. 63. 
12

Siti Ma‟rifah,Belajardalam Helper Jurnal Bimbingan dan Konseling FKIP UNIPA, Volume 

35, No 1 Tahun 2018 hlm. 32. 
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Pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan 

Nasional menetapkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin 

terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar 

tanpa menuntut biaya. Karena penyelenggaraan program wajib belajar 

pendidikan dasar merupakan bagian dari kebijakan pendidikan di Indonesia 

dalam mencapai pendidikan untuk semua.
13

 

6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas tahun), 

termasuk anak yang masih dalam kandungan, tercatat sebagai penduduk 

dan/atau berdomisili dan/atau mengalami masalah.
14

 

7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi 

dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah 

daerah dan negara.
15

 

8. Pemenuhan hak-hak anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi serta hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi 

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
16

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah ditemukan beberapa permasalahan 

penelitian menemukan masalah sebagai berikut: 

                                                           
13

Undang-Undang tentang Wajib Belajar No 47 Tahun 2008 
14

Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Anak Pasal 1 Ayat 5 
15

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan 

Pemenuhan Hak-hak Anak Pasal 1 Ayat 6 
16

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan 

Pemenuhan Hak-hak Anak Pasal 1 Ayat 7 
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1. Bagaimana Peran Dinas Pendidikan dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar 

12 Tahun di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat? 

2. Apa faktor yang menghambat Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun di 

Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat? 

3. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah TerhadapPeran Dinas Pendidikan Dalam 

Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahundi Desa Baru Kecamatan Ranah 

Batahan Kabupaten Pasaman Barat? 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka penelitian 

ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui peran dinas pendidikan dalam pelaksanaan program wajib 

12 tahun berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 tahun 2016 tentang 

penyelenggaraan pemenuhan hak-hak anak di Desa Baru Kecamatan Ranah 

Batahan Kabupaten Pasaman Barat. 

2. Untuk mengetahui faktor yang penghambat dalam pelaksanaan program wajib 

belajar 12 Tahun di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman 

Barat. 

3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap Peran Dinas Pendidikan 

dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 tahun di Desa Baru Kecamatan 

Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat. 
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F. Kegunaan Penelitian  

Suatu penelitian di harapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi 

perkembangan dalam ilmu pengetahuan baik di bidang penelitian maupun dalam 

praktiknya. Adapaun kegunaan penelitian ini dapat berguna sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada 

pengembangan atau pengetahuan dibidang ilmu hukum. 

b. Dimana hasil penelitian ini di harapkan dapat dipergunakan menjadi rujukan 

untuk penelitian selanjutnya. 

c. Menambah khazanah ilmu pengetahuan kepustakaan Universitas Syekh Ali 

Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan khususnya bagi Fakultas Syariah 

dan Ilmu Hukum. 

2. Kegunaan Praktis  

a. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. 

b. Penelitian ini berguna bagi masyarakat Desa Baru Kecamatan Ranah 

Batahan Kabupaten Pasaman Barat. 

G. Penelitian Terdahulu 

Untuk menemukan pembahasan yang ada dalam penelitian terdahulu dimana 

penulis memperdalam dan membaca materi-materi ataupun skripsi yang berkaitan 

dengan penelitian ini, walaupun terdapat beberapa kemiripan dan persamaan pada 
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penelitian tersebut tapi faktor-faktor lain yang membedakan penelitian tersebut. 

Yang mana penelitiannya sebagai berikut:  

1. Skripsi Laelia Nur Pratiwi Ningsih dengan judul Pelaksanaan Program Wajib 

Belajar 9 tahun di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal tentang 

pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun sudah terlaksana di Kecamatan 

Kedungbanteng Kabupaten Tegal  hal ini dibuktikan dengan adanya salah satu 

indikator program wajib belajar 9 tahun yang di ukur dengan angka parsipasi 

kasar (APK) tingkat SMP/sederajat. Program wajib belajar 9 tahun di 

Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal mengalami hambatan dengan 

pendapatan otang tua dan mayoritas bekerja sebagai petani dan sedangkan 

keluarga mendukung anaknya untuk sekolah tapi terkendala dengan biaya dan 

anak hanya bisa sekolah sampai tingkat SMP.  Judul skripsi ini  berbeda dengan 

judul peneliti, dalam judul penelitimenyimpulkan bahwa anak yang berusia 7-

18 tahun menyelenggarakan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun 

sampai menghasilkan ijazah sesuai dengan Peraturan Daerah Pasaman Barat No 

10 Tahun 2016 tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak di Desa Baru Kecamatan 

Ranah  Batahan Kabupaten Pasaman Barat sedangkan pada penelitian Laelia 

Nur Pratiwi Ningsih wajib belajar 9 tahun  wajib belajar 9 tahun. Adapun 

persamaan pada penelitian dengan judul peneliti pada peneliti adalah sama 

membahas tentang anak wajib belajar. 

2. Skripsi Dzakiyah Ardiliya Putri dengan judul Evaluasi Kebijakan Wajib 

Belajar Dua Belas Tahun Dinas Pendidikan Kota Bekasi tentang wajib belajar 
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merupakan salah satu program wajib belajar yang dirancang oleh pemerintah 

kepada seluruh lapisan masyarakat dan setiap pemerintahannya mempunyai 

kebijakannya masing-masing. Salah satu program wajib belajar 12 tahun yang 

sudah diterapkan oleh Kota Bekasi Jawa Barat sejak tahun 2014 yang lalu tapi 

penerapan program wajib belajar belum diterapkan secara maksimal karena 

memiliki beberapa hambatan diantaranya daya tingkat partisipasi masyarakat 

terhadap pembiyaan pendidikan masih kurang, minimnya informasi terkait 

program wajib belajar sehingga orang tua ketinggalan informasi terkait 

pendidikan sehingga menyebabkan anak putus sekolah, kurangnya motivasi diri 

dan banyaknya anak yang nikah muda.  Judul skripsi ini  berbeda dengan judul 

peneliti, dalam judul peneliti wajib belajar 12 tahun yang karena anak sibuk 

dengan dunia kerjanya tanpa mementingkan dunia pendidikan dan ada yang 

merantau ke Medan, Batam, Jakarta, Padang dan Bukit Tinggi serta membantu 

orang tua ke kebun dan adapun persamaan penelitian dengan peneliti dimana 

pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun penerapannya belum 

diterapkan secara maksimal. 

3. Skripsi Rusma Putri Nurjati dengan judul Pelaksanaan Program Wajib Belajar 

12 Tahun di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal tahun 2018 tentang 

program  wajib belajar 12 tahun untuk anak usia 7-12 tahun secara nasional, 

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang 

terletak di pantai utara Pulau Jawa. Kabupaten Tegal terdiri dari 11 Kecamatan. 

Rendahnya angka partsipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) di 
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Kabupaten Tegal merupakan salah satu alasan yang menggerakkan Program 

Wajib Belajar dari SD, SMP dan SMA. Di antara jenjang pendidikan SD, SMP 

dan SMA. APK dan APM terendah terdapat pada jenjang Sekolah Menengah 

Atas (SMA). yang menyebabkan anak tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang 

selanjutnya karena SDM nya rendah dan rendahnya peringat indeks 

pembangunan manusia angka melek huruf, angka partisipasi murid sekolah, dan 

pengeluaran perkapita. Judul skripsi ini  berbeda dengan judul peneliti, dalam 

judul skripsi Rusma Putri Nurjati belajar 12 tahun itu bagi anak-anak yang 

berusia 7-12 tahun sedangkan pada penelitian peneliti anak yang berusia 7-18 

tahun wajib melaksanakan program wajib belajar dua belas tahun dan anak 

karena anak sibuk dengan dunia kerjanya tanpa mementingkan dunia 

pendidikan dan ada yang merantau ke Medan, Batam, Jakarta, Padang dan 

Bukit Tinggi serta membantu orang tua ke kebun sehingga tidak melanjutkan 

pendidikan kejenjang selanjutnya, adapun persamaannya meneliti tentang 

pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun. 

4. Skripsi Evi Nur Fadillah dengan judul Pelaksanaan Program Wajib Belajar 

Dua Belas Tahun Di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon Kabupaten 

Pornogoro dimana fenomena anak putus sekolah masih banyak ditemukan di 

Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon Kabupaten Pornogoro. Yang mana anak-

anak masih banyak yang lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah karena 

faktor tidak ada biaya dan faktor ekonomi orang tua, kurang minat belajar 

peserta didik, kurangnya motivasi dari orang tua ataupun kasus-kasus yang 
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menyalahi tata tertib sekolah. Jadi judul skripsi ini berbeda dengan peneliti 

dimana peneliti memfokuskan tentang peran Dinas Pendidikan dalam 

pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun sedangkan pada penelitian 

Evi Nur Fadillah terkait Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas 

Tahun.Adapun persamaan pada penelitian Evi Nur Fadillah dengan peneliti 

yaitu pada faktor penghambat anak putus sekolah karena tidak melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan anak-anak di Desa Baru 

Kecamatan Ranah Batahan anak sibuk dengan dunia kerjanya tanpa 

mementingkan dunia pendidikan dan ada yang merantau ke Medan, Batam, 

Jakarta, Padang dan Bukit Tinggi serta membantu orang tua ke kebun. 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah memahami materi dalam penelitian ini, maka 

gambaran garis besar dari keseluruhan skripsi ini maka penulis menyusun 

sistematika pembahasan sebagai berikut:  

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus 

Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan 

Penelitian dan Penelitian Terdahulu dan Sistematika Pembahasan. 

Bab II Landasan Teori yang terdiri dari Pengertian Dinas Pendidikan dan 

Pendidikan, Undang-Undang yang mengatur tentang Pendidikan Nasional, Wajib 

Belajar, Jalur Pendidikan dan Tingkat Pendidikan, Pemenuhan Hak-hak Anak Atas 

Pendidikan, Tujuan dan Fungsi Pendidikan, Prinsip-Prinsip Dasar Konvensi Hak-

Hak Anak Memiliki Pondasi Terhadap Hukum Dalam Undang-Undang No. 35 
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Tahun 2014, Tujuan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-Hak Anak dan Wajib 

Belajar Dalam Islam. 

Bab III Metode Penelitian yang terdiri dari Lokasi dan waktu penelitian, 

Jenis Penelitian, Metode Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber Data, Tekhnik 

Pengumpulan Data, Tekhnik Keabsahan Data, Tekhnik Pengolahan dan Analisis 

Data. 

Bab IV Pembahasan tentang Peran dinas pendidikan dalam pelaksanaan 

program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Daerah No 10 

Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak-hak Anak di Desa Baru Kecamatan Ranah  

Batahan Kabupaten Pasaman Barat. 

Bab V yaitu Penutup, dalam bab V ini yang memberikan jawaban dan saran 

dari rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab I yang selanjutnya yang 

menjadi kesimpulan dari penelitian ini yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran. 
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BAB II 

LANDASAN  TEORI 

A. Pengertian Dinas Pendidikan Dan Pendidikan 

1. Dinas pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mana pada 

urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Yang mana dinas pendidikan 

mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah 

dibidang pendidikan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
17

 

2. Pendidikan adalah usaha sadar dan terancam untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

B. Undang-Undang Yang Mengatur Tentang Pendidikan Nasional 

Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang pendidikan Nasional  

terdapat pada pasal 1 ayat (2), (3), (4), (8), (14), (18) diantaranya sebagai berikut:   

1. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar 

pada nilai-nilai Agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap 

tuntunan perubahan zaman.
18

 

                                                           
17

Peraturan Bupati Paser No.  6 Tahun 2011 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan 
18

Undang-Undang Sisdiknas Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (2) 
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2. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang 

saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 

3. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 

potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan 

jensi pendidikan tertentu. 

4. Jenjang pendidikan adalah tahapan kependidikan yang ditetapkan berdasarkan 

tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan 

yang dikembangkan. 

5. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada 

anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut. 

6. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh 

warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah 

daerah. 

C. Wajib Belajar 

Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh 

warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah daerah. 

Wajib belajar 12 tahun merupakan kewajiban bagi anak yang berusia 7-18 

tahun untuk memperoleh pendidikan serta menamatkan sekolah dasar atau 

sederajat dan mengikuti sekolah lanjutan tingkat pertama sampai tamat serta 



20 
 

 
 

mengikuti sekolah lanjutan tingkat atas sampai tamat. Wajib belajar diarahkan 

pada umumnya sebagai kewajiban setiap warga negara untuk menyekolahkan 

anaknya pada usia yang telah ditentukan, pelaksanaannya diatur dalam Undang-

Undang Wajib Belajar dimana mengatur tentang kewajiban belajar dan hak setiap 

warga negara dalam hubungannya dengan kewajiban belajar serta sanksi dipikul 

oleh negara. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia pemerintah 

indonesia merencanakan bahwa mulai tahun 2012 program wajib belajar 9 tahun 

menjadi program wajib belajar 12 tahun atau yang lebih dikenal dengan 

Pendidikan Menengah Umum (PMU). Dengan dengan adanya program 

Pendidikan Menengah Umum ini diharapkan dapat melanjutkan ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi dan mempunyai bekal yang cukup untuk 

berpartisipasi dalam pembangunan nasional. 

Disini bukan hanya dari anak serta pemerintah saja tapi dukungan dari 

masyarakat juga sangat dibutuhkan karena sangat berperan agar anggaran yang 

harus disediakan untuk menunjang agar pelaksanaan dari program wajib belajar 

dua belas tahun bisa terlaksanakan, namun dibutuhkan tekat yang matang dan 

bulat yakni bahwa mutu sumber daya manusia Indonesia dapat meningkatkan 

keberadaannya. Maka atas dasar tersebut program wajib belajar dua belas tahun 

perlu dituntaskan dan disukseskan tentunya dibutuhkan dukungan dari pemerintah, 

orang tua serta masyarakat.  

D. Jalur Pendidikan Dan Tingkat Pendidikan  
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Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk 

mengembang potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan 

tujuan pendidikan. Jalur pendidikan ada dua yaitu jalur pendidikan formal 

merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas 

pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi sedangkan jalur 

pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang 

dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang serta pendidikan informal 

adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. 

Sedangkan tingkat pendidikan merupakan tahapan pendidikan yang 

diterapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan 

dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Adapaun bentuk tingkat pendidikan 

meliputi jalur sekolah pada tingkat SD/MI, SLTP/SLTA, SMA/SMK/MA dan 

perguruan Tinggi. Adapun penjelasan terkait tentang jenjang pendidikan 

diantaranya yaitu: 

1. Jenjang Pendidikan  Dasar  

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan 

menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah 

Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat 

pada satuan pedidikan yang berbentuk sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 

Madrasah Tsanawiyah (MTS) atau bentuk lain yang sederajat. 

2. Jenjang Pendidikan Menengah 
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Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan 

formal yang merupakan lanjutan pendidikan Sekolah Dasar (SD),  Sekolah 

Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejujuran 

(SMK) dan Madrasah Aliyah Kejujuran (MAK) atau bentuk lain. Pendidikan 

menengah umum adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang 

mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa. 

Pendidikan menengah kejuaraan adalah pendidikan pada jenjang menegah yang 

mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis 

pekerjaan tertentu. 

3. Jenjang pendidikan Tinggi 

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan 

menengah diantaranya mencakup program pedidikan diploma, sarjana, 

magister, spesialis dan doktor yang di selenggarakan oleh perguruan tinggi. Dan 

satuan pendidikan yang berbentuk akademik, politekhnik, sekolah tinggi, 

institut atau universitas.
19

 

E. Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan 

1. Pengertian Anak 

Anak adalah seorang berjenis laki-laki atau perempuan yang belum 

tumbuh dewasa atau belum mengalami masa puberitas. Secara umum anak 

yang dimaksud adalah keturunan atau generasi dari orang tua baik dengan laki-

                                                           
19

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2003 Paslam 17-20 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional 
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laki maupun dengan perempuan  sebagai suatu hasil dari persetubuhan baik 

dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak di artikan sebagai keturunan 

kedua, manusia yang masih kecil, anak merupakan pribadi yang masih bersih 

dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan. 

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak memberikan istilah anak adalah seseorang yang belum 

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan.
20

 

2. Pemenuhan Hak Anak Dalam Bidang Pendidikan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemenuhan 

diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan memenuhi. Sedangkan Pengertian 

pendidikan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu:
21

 

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan yang di perlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

 

Dari pengertian-pengertian tersebut, dikatakan bahwa pengertian 

tentangpemenuhan hak anak atas pendidikan, yaitu proses, cara, perbuatan 

                                                           
20

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
21

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
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untuk memenuhi perubahan sikap dan tata laku seseorang melalui 

pengajaran dan pelatihan, sehingga anak memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara. 

Hak atas pendidikan bersifat tersebut bersifat universal. Hak ini 

merupakanbagian dari hak dasar yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi 

oleh orang tua, masyatarakat, pemerintah dan pemerintah daerah  hak atas 

pendidikan oleh yang telah tercantum dalam UUD Tahun 1945 Pasal 28c Ayat 

(1), dan (2) yang berbunyi: 

(1).”Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan     

kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh 

mamfaat dari ilmupengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi 

meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan ummat.” 

(2).”Setiap orang berhak untuk mengajukan dirinya dalam memperjuangkan 

haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan 

negara.” 

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2002 Perlindungan Anak telah 

diuraikan terkait mengenai pendidikan atas anak bahwa, pada pasal 48 

dinyatakan bahwaNegara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, keluarga, dan orang 
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tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk 

memperoleh pendidikan.
22

 

Dan dalam Undang-Undang terdapat dalam pasal 50 tentang 

Perlindungan Anak menyebutkan bahwa arah pendidikan 

atas anak diantaranya yaitu sebagai berikut:
23

 

a. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat,kemampuan 

mental dan fisik sampai mencapai potensi merekayang optimal 

b. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi 

c. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa, 

dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasionaldimana anak bertempat tinggal, 

dari mana anak berasal dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari 

peradaban sendiri 

d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dan 

e. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup. 

F. Tujuan Dan Fungsi Pendidikan  

Adapun tujuan dan fungsi dari pendidikan nasional sesuai dalam Undang-

Undang Republik Indoesia No. 20 tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional 

yang berbunyi sebagai berikut: 

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

                                                           
 

22
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54 ayat (1) tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
23

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 50 tentang Perubahan atas Undang-

UndangNo 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
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mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.  

 

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 disebutkan bahwa: 

Pendidikan nasional Indonesia bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan mengemban manusia Indonesia seutuhnya yaitu  manusia yang 

bertujuan dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan budi pekerti 

luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan 

rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab 

kemasyarakatan dan bangsa. 

 

G. Prinsip-Prinsip Dasar Konvensi Hak-Hak Anak Memiliki Pondasi Terhadap 

Hukum Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. 

Beberapa prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak maka wajiblah bagi 

orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memenuhinya.  

Karena perlindungan anak memiliki pondasi terhadap hukum yaitu Undang-

Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, diantaranya sebagai 

berikut: 

1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan 

dalam pasal (4). 

2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 

kewarganegaraan terdapat dalam pasal (5). 

3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan 

berekspresi sesuatu dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan 

orang tua atau wali pasal (6). 
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4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, di besarkan dan diasuh 

oleh orang tuanya sendiri pasal 7 ayat (1) dalam hal karena suatu sebab orang 

tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembangbiak anak, atau anak dalam 

keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai 

anak asuh atau angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku pasal 7 ayat 2. 

5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial 

sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial  pasal 8. 

6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan 

bakatnya pasal 9 ayat 1. 

7) Hak mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan 

kekerasan yang dilakukan oleh pendidik tenaga kependidikan, sesama peserta 

didik atau pihak lain pasal 9 ayat 1 huruf (a). 

8) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan (1a) khususnya bagi 

anak penyandang disabilitas juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa 

dan anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan 

khusus pasal 9 ayat 2. 

9) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, 

mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdaan dan 

usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan 

kepatutan pasal 10. 



28 
 

 
 

10) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang bergaul 

dengan anak yang sebaya bermain, berekreasi sesuai dengan minat bakat dan 

tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri pasal 11. 

H. Tujuan Penyelenggaraan Pemenuhan Anak 

Setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 

mendapat harus dilakukan pada lingkungan yang kondusif dan terlindungi dari 

segala bahaya/bentuk perlakuan salah dalam pengasuhan yang optimal dan 

mendapatkan perlindungan secara sungguh-sungguh dari semua elemen 

masyarakat.  

Adapun tujuan di selenggarakannya pemenuhan hak anak diantaranya:
24

 

1) Menjamin terlaksananya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya 

2) Meningkatkan efektifitas pemerintahan daerah dalam menyusun kebijakan 

program dan kegiatan melalui strategi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) 

dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pemantauan dan 

evaluasi pembangunan perlindungan anak. 

3) Mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang peduli 

anak dalam rangka pemenuhan hak anak dan perlindungannya melalui 

pengintegrasian sumber daya dan potensi daerah. 

I. Wajib Belajar Dalam Islam 

                                                           
24

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No 16 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan 

Pemenuhan Hak-hak Anak. 
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Pendidikan merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh pengetahuan 

dimana menuntut ilmu adalah hak setiap muslim tanpa adanya perbedaan baik 

laki-laki maupun perempuan, baik itu anak kecil, orang dewasa bahkan orang tua 

juga wajib untuk belajar karena belajar tidak memandang dari segi usia karena 

begitu pentingnya dianjurkan untuk belajar dan menuntut ilmu karena 

kenyataannya setiap manusia dilahirkan belum mengetahui apa-apa dan tidak 

memiliki pengetahun tentang sesuatu maka diperlukan menuntut ilmu agar 

mengetahui apa yang tidak mereka ketahui menjadi tahu. Dapat dilihat dalam Al-

Qur‟an terdapat dalam Surah Al-Alaq ayat 1-5 yaitu: 

ْعَْا ْٛ ْاىَّرِ ًُُۙ زَبُّلَْالْْمَْسَ َٗ ْاقِْسَأْْ ْعَيقٍََۚ ِْ ٍِ ْ َُ ّْسَب ْخَيقََْالِْْ ْخَيقَََۚ ْٛ ْزَبِّلَْاىَّرِ ٌِ ْقْسَأْْببِسْ ٌُِۙ ْببِىْقيََ ٌَ يَّ

 ٌْْ ْيعَْيَ ٌْ بْىَ ٍَ ْ َُ ّْسَب ْالِْْ ٌَ  عَيَّ

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah 

yang maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran 

kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”.
25

 

Sebagaimana dalam Hadits Abu Hurairah Radiallahuanhu Rasulullah SAW 

bersabda bahwa: 

ِْٔطَسِيْقبًْإىَِْٚاىْجََّْةِْ ب،ْسََّٖوَْاللهُْىَُْٔبِ ًَ ِْٔعِيْ سُْفيِْ َِ ْسَيلََْطَسِيْقبًْييَْحَ ِْ ٍَ  
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Zaenal Abidin, Qur’an Hadits, (Jakarta: Depatemen Agama RI, 2002), hlm. 104. 
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Artinya: “Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah 

akan memudahkan jalan baginya untuk menuju surga”.
26

 

Dari ayat dan hadits di atas dijelaskan bahwa betapa pentingnya untuk 

menuntut ilmu karena manusia dilahirkan kedunia tanpa memiliki ilmu maka 

dalam pandangan Islam menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim baik laki-laki 

maupun perempuan. Maka ketika sudah ada surah dan hadits yang memerintahkan 

untuk menuntut ilmu maka kewajiban bagi setiap muslim untuk sami‟na wa 

atha‟na yaitu (kami dengar dan kami taati).  
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Abdullah Nashin Ulwan, Pendidikan Anak Dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 

hlm. 303. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan 

Kabupaten Pasaman Barat. Dimana alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena 

di Desa Baru masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan haknya untuk 

belajar 12 tahun, setelah menyelesaikan pendidikan SD, SMP anak-anak lebih 

memilih untuk merantau dan bekerja sedangkan dilihat dari umurnya anak-anak di 

Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan seharusnya duduk dan mengikuti proses 

pendidikan program wajib belajar dua belas tahun sesuai dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Pasaman Barat No. 10 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 

Pemenuhan Hak-hak Anak. Adapun waktu yang digunakan penelitian ini 

dilaksanakan mulai bulan September  2021 sampai Februari 2022. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitiana yang akan dilakukana oleh peneliti adalah penelitian kualitatif 

yang bersifat deskriptif, yang menggambarkan peran dinas pendidikan dalam 

pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun berdasarkan Peraturan Daerah 

No. 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-Hak Anak di Desa 

Baru Kecamatan Ranah  Batahan Kabupaten Pasaman Barat.  

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan ini adalah pendekatan 

 

33 
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yang dilihat dari sesuatu kenyataan hukum yang ada di masyarakat. Pendekatan 

hukum normatif-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau 

implementasi ketentuaan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau 

kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi 

dimasyarakat. Impelementasi secara in action tersebut merupakan fakta empiris 

dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
27

 

C. MetodePenelitian 

Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan Normatif Empiris yaitu penerapan dan identifikasi dari 

persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang dalam meninjau serta 

bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin 

ilmunya.  

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan peneliti yaitu: 

1. Pendekatan Perundang-undangan  

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan 

dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang 

terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).
28

 

2. Pendekatan Sosiologi Hukum 

                                                           
 

27
Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2004), hlm. 134. 
28

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 

56. 



33 
 

 
 

Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang dilihat dari sesuatu 

kenyataan hukum yang ada di dalam masyarakat. Perilaku masyarakat yang 

dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma 

yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas 

diterapkannya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan positif dan bisa 

juga dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi 

pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. 

Oleh karena itu penelitian tersebut berkaitan dengan norma-norma hukum 

serta peraturan yang mengatur tentang peran dinas pendidikan dalam 

pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun berdasarkan Peraturan 

Daerah No. 10 ahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan hak-hak anak 

di Desa Baru Kecamatan Batahan Kabupaten Pasaman Barat. 

D. Subjek Penelitian 

Adapun sebagai subjek dari penelitian ini adalah Sekretaris Dinas 

Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat, anak putus sekolah, orang tua dan beberapa 

orang masyarakat yang berada di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan 

Kabupaten Pasaman Barat. 

E. Sumber Data 
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Sumber data merupakan tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat 

mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan 

variabel yang diteliti.
29

 

1. Data Primer merupakan sumber data utama dalam penelitian. Data primer atau 

data pokok  merupakan data yang dikumpulkan peneliti secara langsung terjun 

kelapangan. Dimana yang dari sumbernya untuk dapat diamati, dicatat yang 

mana dalam bentuk pertama kalinya yang merupakan bahan utama penelitian. 

Data ini diperoleh langsung oleh peneliti dari lapangan sebagai obyek 

penulisan, dimana data primer diperoleh dari Sekretaris Dinas Pendidikan 

Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat. 

2. Data Sekunder merupakan sumber data yang mendukung sumber data primer 

atau pelengkap, sumber data sekunder yaitu berupa keterangan yang diperoleh 

dari dokumen-dokumen, buku-buku dan penelitian terdahulu. 

F. Tekhnik Pengumpulan Data 

Tekhnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.
30

Dan 

tekhnik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan 

untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara mengumpulkan 

                                                           
29

Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta Raja Grafindo, 2003), hlm. 53.  
30

Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 401. 



35 
 

 
 

data dapat menggunakan tekhnik wawancara (interview), observasi  (observation) 

dan dokumentasi.
31

 

Adapun tekhnik peneliti dengan cara mengumpulkan data tentunya perlu 

dengan dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang 

valid dalam penelitian tersebut. Maka peneliti menggunakan metode-metode 

sebagai berikut. 

1. Wawancara 

Wawancara yang digunakan peneliti adalah tekhnik pengumpulan data 

yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan 

melalui bercakap-cakap serta berhadapan secara langsung dengan orang yang di 

wawancarai sehingga dapat memberikan keterangan pada sipeneliti.  

Tekhnik wawancara  yang digunakan dalam penelitian kualitataif dengan 

wawancara mendalam. Wawancara mendalam dimana sipeneliti melakukan 

tanyajawab sambil bertatap muka antara sipewawancara dengan informan atau 

orang yang di wawancarai, dan peneliti akan mewawancarai Sekretaris Dinas 

Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat, anak yang putus sekolah, orang tua dan 

masyarakat setempat yang berada di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan 

Kabupaten Pasaman Barat. 

2. Observasi 
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Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 

hlm. 138.  
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Observasi yaitu tekhnik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti 

turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, 

pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.
32

 

Observasi yang dilakukan peneliti adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan peneliti yaitu melalui pengamatan langsung, dimana peneliti 

langsung turun kelapangan. Peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap 

objek penelitian untuk diamati menggunakan pancaindera. 

3. Dokumentasi  

Tekhnik dokumentasi yang digunakan peneliti yaitu tekhnik pengumpulan 

data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Yang mana berupa 

sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, 

dokumen pribadi dan fhoto yang terkait dengan masalah peneliti. Dokumentasi 

digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. 

G. Tekhnik Penjamin Keabsahan Data 

Adapun tekhnik penjaminan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu 

dengan mengolah data yang di dapat dan berkaitan dengan hasil akhir dari suatu 

penelitian. Adapun tekhnik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini dibagi 

menjadi tiga tahapan, yaitu: 

1. Editing/ edit 
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Ahmad Nizar Rangkuti, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 

2016), hlm. 143. 



37 
 

 
 

Editing merupakan proses mengoreksi atau pengecekan kembali data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, bahwa proses editing adalah proses ketika 

data yang masuk perlu diperiksa apakah terdapat kekeliruan dalam 

pengisiannya (pencatatan) barangkali ada yang tidak lengkap, palsu, tidak 

sesuai dan lain sebagainya. Dengan tujuan agar diperoleh data valid dan dapat 

di pertanggungjawabkan.  

Dalam penelitian ini, proses editing dilakukan dengan memeriksa kembali 

catatan dari hasil wawancara, dengan rekaman yang telah dilakukan saat 

wawancara, untuk kemudian data dilengkapi secara keseluruhan yang 

dibutuhkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan peneliti, maka proses editing ini 

sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai tema penelitian ini 

yaitu Peran Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua 

Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Anak di Desa Baru Kecamatan Ranah 

Batahan Kabupaten Pasaman Barat. 

2. Classifying 

Dalam classifying penelitian ini agar lebih sistematis maka data hasil dari 

wawancara penelitian di klasifikasikan berdasarkan beberapa kategori tertentu, 

yang berdasarkan pada pertanyaan yang ada di rumusan masalah, sehingga data 

yang diperoleh valid dan benar-benar sebagai informan yang dibutuhkan oleh 

penelitian ini. 

3. Verifikasi 
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Verifikasi merupakan proses memeriksa data dan informasi yang telah di 

dapat dari lapangan untuk mengetahui keabsahan datanya, apakah sudah valid 

dan sesuai dengan yang diharapkan.
33

 Dalam penelitian ini, maka data hasil 

wawancara yang telah di periksa dan di klasifikasikan sebelumnya di periksa 

kembali oleh informan. Hal ini di maksudkan agar validitas data dalam 

penelitian dapat diakui untuk dilanjutkan pada tahap pengelolaan data yang 

berikutnya. 

Proses verifikasi yang dilakukan peneliti untuk memeriksa keabsahan 

data yang diberikan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat 

Dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan 

Peraturan Daerah No. 10 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-

hak Anak di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat. 

H. Tekhnik Pengolahan Dan Analisis Data 

Setelah semua data di kumpulkan maka dengan melalui beberapa metode 

kemudian data diolah dan dianalisis. Dianalisis disini berarti mengatur secara 

sistematis bahan dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yang 

menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, 

sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang 

sebenarnya. Penelitian ini bersifat induktif, yaitu mulai dari fakta, realita gejala 

masalah yang diperoleh melalui observasi khusus, kemudian peneliti membangun 

pola umum, yang berarti pola induktif ini bertolak dari yang khusus ke umum 
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Sukur Kolil, Metodologi Penelitian, (Bandung: Pustaka Media, 2006), hlm. 134.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Temuan Umum 

1. Letak Geografis Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten 

Pasaman Barat 

Uraian berikut ini merupakan gambaran umum tentang Desa Baru 

Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat sebagai penjelasan lokasi 

penelitian terkait Peran Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan Program Wajib 

Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 

tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-Hak Anak di Desa Baru Kecamatan 

Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat. Desa baru adalah desa yang berada 

dikecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera 

Barat. Dengan luas wilayah 46,06 km
2. 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Mesjid 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Baru 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Air Napal 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Batu Sondat 

2. Jumlah penduduk Masyarakat Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan 

Kabupaten Pasaman Barat 

Berdasarkan data penduduk dilihat dari tingkat usianya, maka dari 

hasil observasi dan wawancara yang menjadi subjek penelitian ini adalah 

masyarakat Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat. 

39 
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Penduduk Desa Baru berasal dari berbagai daerah dan desa yang berbeda-beda 

dimana mayoritas penduduknya berasal dari desa tersebut. 

Tabel 1 

Tingkat Usia Masyarakat Desa Baru 

 

No Tingkat Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 0-5 Tahun 153 365 518 

2 6-10 Tahun 246 289 535 

3 11- 15 Tahun 332 497 829 

4 16-20 Tahun 575 697 1.272 

5 21-25 Tahun 497 576 1.073 

6 26- 30 Tahun 429 586 1.015 

7 31-35 Tahun 358 372 730 

8 36-40 Tahun 305 376 681 

9 41-45 Tahun 243 318 561 

10 46-50 Tahun 182 257 439 

11 51-55 Tahun 159 226 385 

12 60 Tahun Keatas 108 258 366 

 Jumlah 8. 404 

Sumber: Data Wali Nagari Desa Baru 

 

Penduduk Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman 

Barat berjumlah 8. 404 orang yang terdiri dari 0-5 tahun 518 orang, 6-10 tahun 

535 orang, 11-15 tahun 829 orang, 16-20 tahun 1.272 orang, 21-25 tahun 1.073 

orang, 26-30 tahun 1.015 orang, 31-35 tahun 730 orang, 36-40 tahun 681 orang, 

41-45 tahun 561 orang, 46-50 tahun 439 orang, 51-50 tahun 385 orang dan 60 

tahun ke atas berjumlah 366 orang jadi total seluruh penduduk Desa Baru 

Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat berjumlah 8. 404. 

3. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan 

Kabupaten Pasaman Barat 
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Tabel 2 

Tingkat Pendidikan 

 

  No Tingkat Pendidikan    Usia  Lanjut Sekolah  Putus Sekolah 

1 SD 6-12 617 16 

2 SMP 13-15 890 21 

3 SMA 16-18 77 32 

     Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat 

4. Mata pencaharian Masyarakat Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan 

Kabupaten Pasaman Barat 

Pekerjaan adalah salah satu usaha pokok yang utama bagi aspek 

kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Masyarakat Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat 

adalah masyarakatnya dominan bekerja sebagai petani. 

Tabel 3 

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Baru 

 

No Jenis Pekerjaan Jumlah 

1 Petani 1.082 

2 Pedagang 757 

3 PNS 385 

4 Pekerja Lainnya 862 

Sumber: Data Wali Nagari Desa Baru  

Dari data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa 

Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat bekerja sebagai 

petani sebanyak 1. 082 orang, 757 masyarakat sebagai pedagang, PNS 385 dan 
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pekerja lainnya 862. Dari tabel diatas maka sebagian besar bekerja sebagai 

petani.   

5. Struktur Pemerintahan Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten 

Pasaman Barat 

 

 

 

       Sekretaris Wali Nagari 

                  Sukri   

 

 

 

 

 

Sarana  

6. Sarana Dan Prasarana Penduduk Desa Baru Kabupaten Pasaman Barat 

Tabel 4 

Sarana Pendidikan 

 

No Prasarana Pendidikan Jumlah 

 1 Sekolah Dasar (SD) 4 

 2 SMP/Sederajat 2 

5 SMA/Sederajat 1 

     Kepala  Wali Nagari  Ahmad 

Juniadi Lubis 

 

l 

          WW 

 

 

       Kasi  

Pemerintahan 

 Ikhsanuddin 

 

      Kasi      

             

Pelayanan 

 Siti Bulan 

 

            Siti 
Bulan 

Sin 

       Kasi  

Kesejahteraan 

   Neki  

Sarwono 

 

 

         Kasi  

             

Keuangan    

Suryadi 
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6 Perguruan Tinggi - 

7 Perpustakaan Desa Baru 1 

         Sumber: Data Wali Nagari Desa Baru 

 

Berdasarkan data prasarana pendidikan pada tabel diatas, maka di Desa 

Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat terdapat  4 Sekolah 

Dasar (SD), 2 SMP/Sederajat, 1 SMA/Sederajat, 0 Perguruan Tinggi, dan1 

Perpustakaan Desa baru. 

Tabel 5 

Prasarana Ibadah 

 

No     Prasarana Ibadah Jumlah 

1      Masjid 12 

  2 Mushalla 5 

         Sumber: Data Wali Nagari Desa Baru 

 

Berdasarkan data prasarana ibadah diatas, maka di Desa Baru Ranah 

Batahan Kabupaten Pasaman Barat terdapat 12 Masjid dan 5 Mushalla. 

Tabel 6 

Prasarana Kesehatan 

 

No     Prasarana Kesehatan Jumlah 

1      Puskesmas 1 

  2 Posyandu  3 

Sumber: Data Wali Nagari Desa Baru 

 

Prasarana kesehatan di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan 

Kabupaten Pasaman Barat dimana prasarana kesehatan sangat berperan dalam 

memelihara kesehatan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. 
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Prasarana kesehatan yang terdapat di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan 

Kabupaten Pasaman Barat. 

7. Agama Masyarakat Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten 

Pasaman Barat 

Masyarakat Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten 

Pasaman Barat 100% beragama Islam. Sebagaimana seperti biasanya 

masyarakat Desa Baru melaksanakan rutinitas ibadah sebagaimana mestinya. 

Baik anak-anak dan begitu juga dengan orang tua dan masyarakatnya.
34

 

B. Temuan Khusus 

1. Peran Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua 

Belas Tahun di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten 

Pasaman Barat 

Adapun peran dinas pendidikan dalam pelaksanaan program wajib 

belajar dua belas tahun yaitu: 

a) Melaksanakan pembiayaan 

Dinas pendidikan memberikan biaya atau bantuan bagi anak yang 

putus sekolah agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan 

selanjutnya sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Agusli Sekretaris Dinas 

Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat menyatakan bahwa: 
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Wawancara, Bapak Sukri Sekretaris Wali Nagari Desa Baru pada tanggal 4 Februari 2022. 
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Pemerintah menjamin terlaksananya program wajib belajar dua belas 

tahun tanpa adanya pungutan biaya dan memberikan bantuan pada 

masyarakat miskin dan yang tidak mampu.
35

 

 

Maka dari hal tersebut dinyatakan bahwa pemerintah menjamin 

terselenggaranya program wajib belajar dua belas tahun pada jenjang  

pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah  tanpa dipungut biaya serta 

memberikan bantuan bagi anak-anak yang kurang mampu sehingga anak-

anak yang putus sekolah di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan 

Kabupaten Pasaman Barat bisa melanjutkan pendidikan minimal berijazah 

SMA tanpa dipungut biaya. Dan didukungan dengan hasil wawancara 

bahwa: 

Dinas Pendidikan memberikan bantuan berupa biaya bagi anak-anak 

yang kurang mampu agar bisa lanjut ke tahap jenjang pendidikan 

selanjutnya dan selain itu kami juga memberikan buku-buku paket dan 

LKS serta bagi anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke 

jenjang selanjutnya dapat melanjutkan melalui paket a, b dan c biaya 

atau bantuan dari Dinas Pendidikan langsung diberikan oleh Dinas 

Pendidikan kepada sekolah dengan bantuan buku-buku serta LKS 

tersebut.
36

 

 

Dengan adanya bantuan  tersebut agar  anak-anak yang putus sekolah 

dari di Desa Baru dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya 

dengan bantuan biaya yang diberikan oleh bapak Agusli selaku Sekretaris 

Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat sehingga anak-anak di berbagai 

desa  bisa melanjutkan pendidikannya  
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Wawancara, Bapak Agusli Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat pada 

tanggal 1 Februari 2022. 
36

Wawancara, Bapak Agusli Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat pada 

tanggal 1 Februari 2022. 
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Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Agusli bahwa: 

Bapak Topa perwakilan dari Dinas Pendidikan beserta yang lainnya 

memberikan bantuan ke sekolah SD SMP dan SMA Desa Baru 

Kabupaten Pasaman Barat dengan bantuan bapak Topa dan bapak 

Gapur bantuan diserahkan pada sekolah-sekolah tersebut itu kami 

lakukan agar anak-anak di Desa Baru tidak putus sekolah dan dapat 

lanjut ke jenjang pendidikan selanjutnya.
37

 

 

Dimana bapak Topa dan bapak Gapur serta yang lainnya langsung ke 

sekolah Desa  baru memberikan bantuan kepada siswa-siswa agar tidak 

terkendala dengan biaya dan dengan bantuan tersebut dapat membantu 

pendidikan anak kejenjang selanjutnya seperti yang dikatakan oleh bapak 

Agusli sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat bahwa: 

Mengapa Dinas Pendidikan  memberikan bantuan berupa uang dan 

LKS kepada sekolah SD, SMP dan SMA agar anak-anak tidak 

terkendala dengan biaya  berupa uang sebesar 300.000 perorang dan 

LKS dengan menyerahkannya langsung dan memberitahukan agar 

diberikan kepada anak-anak sesuai dengan jumlah yang telah 

ditetapkan agar anak-anak tidak putus sekolak dan semakin giat, rajin 

untuk belajar dan dengan bantuan  anak-anak bisa lanjut ke jenjang 

pendidikan selanjutnya.
38

 

 

b) Melakukan Sosialisasi 

Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas tahun di Desa Baru 

Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat adalah tanggung 

jawab dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat beserta satuan 

pendidikan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. 
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Wawancara, Bapak Agusli Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat pada 

tanggal 1 Februari 2022. 
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Wawancara, Bapak Agusli Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat pada 

tanggal 1 Februari 2022. 
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Sebagaimana, berdasarkan dari hasil wawancara sesuai dengan apa 

yang telah di sampaikan oleh bapak Agusli sebagai Sekretaris Dinas 

Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat  melalui wawancara pada hari selasa, 

pada tanggal 1 Februari 2022 bahwa: 

Kami dari pihak Dinas Pendidikan dalam hal ini, kami 

mensosialisasikan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun kepada 

Sekolah, UPTD dan Masyarakat walaupun belum maksimal.
39

 

 

Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan melakukan sosialisai 

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 10 tahun 2016  kepada 

UPTD, Sekolah, masyarakat dan begitu juga dengan sekolah 

mensosialisasikan kepada masyarakat yang  didukung oleh wawancara yang 

menyatakan bahwa: 

Ketika kami mensosialisasikan program wajib belajar 12 tahun, kami 

bukan hanya mensosialisasikan secara formal saja tapi kami juga 

langsung terjun kelapangan dan berkunjung ke daerah-daerah  dan 

kami sampaikan kepada masyarakat bahwa anak kita yang ada di 

Kabupaten Pasaman Barat harus bersekolah minimal berijazah SMA 

dan sebelum anak-anak tamat biasanya kami mensosialisasikan dan 

menganjurkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya 

pada saat anak-anak mengambil raport bahwa anak-anak yang usia 7-

18 tahun harus sekolah dan mengikuti pendidikan layaknya sebagai 

pelajar dan duduk dikursi pendidikan.
40

 

 

Maka dengan itu sosialisasi sudah dilakukan oleh dinas pendidikan, 

sebagaimana didukung oleh wawancara yang menyatakan bahwa: 

                                                           
39

Wawancara, Bapak Agusli Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat pada 

tanggal 1 Februari 2022. 
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Wawancara, Bapak Agusli Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat pada 

tanggal 1 Februari 2022. 
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Ketika kami melakukan sosialisasi program wajib belajar dua belas 

tahun tepatnya pada hari Rabu dan Sabtu pada tanggal 19 Mei 2020 

beserta bapak Topa, Gapur, ibu Latifah dan yang lainnya.
41

 

 

Di dukung dengan hasil wawancara menyatakan bahwa: 

 

Kami melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, UPTD dan 

masyarakat agar pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun 

diketahui oleh masyarakat dan anak paham serta melaksanakan 

program wajib belajar 12 tahun tersebut agar anak-anak tidak putus 

sekolah.
42

 

 

Setelah sosialisasi dilakukan kepada masyarakat, sekolah dan UPTD 

dengan melakukan metode ceramah dengan pihak-pihak yang terkait 

sebagaimana di dukung dari hasil wawancara bahwa: 

Sosialisasi program wajib belajar dua belas tahun di Desa Baru kami 

melakukan dengan metode ceramah  dan  memberitahukan kepada 

masyarakat, anak-anak dan guru bahwa pendidikan sangat penting bagi 

anak terutama anak yang berusia 7-18 wajib menyelenggarakan 

program wajib belajar dua belas tahun sesuai dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Pasaman barat No 10 tentang penyelenggaraan pemenuhan 

nak-hak anak hingga lulus dan menghasilkan ijazah dan 

memberitahukan kepada masyarakat bahwa pendidikan anak perlu 

dukungan dan dorongan dari orang tua agar anak megutamakan 

pendidikannya.
43

 

 

Di dukung dengan hasil wawancara menyatakan bahwa: 

 

Mengapa perlunya Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi program 

wajib belajar dua belas tahun agar anak-anak tidak putus sekolah dan 

dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya yang berusia 7-

18 karena pendidikan begitu penting bagi anak karena anak-anak 
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Wawancara, Bapak Agusli Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat pada 

tanggal 1 Februari 2022. 
42

Wawancara, Bapak Agusli Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat pada 

tanggal 1 Februari 2022. 
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Wawancara, Bapak Agusli Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat pada 

tanggal 1 Februari 2022. 
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adalah penerus bagi bangsa dan negara agar daerah dan Desa 

berkembang dan maju dengan pendidikan yang ada.
44

 

 

c) Melakukan Pengawasan 

setelah melaksanakan pembiayan, melakukan sosialisasi maka 

selanjutnya dengan melakukan pengawasan agar pelaksanakan dari program 

wajib belajar dua belas tahun terlaksanakan dengan maksimal. Di dukung 

dengan hasil wawancara menyatakan bahwa: 

Dinas Pendidikan melakukan pengawasan dengan monitoring dengan 

tujuan untuk mendapatkan dan mengetahui serta menggali kegiatan-

kegiatan yang sedang berlangsung, dan dilakukan juga dengan 

pengawasan evaluasi dengan tujuan dilakukan agar mengetahui hasil 

akhir dari kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung. 

 

Di dukung dengan hasil wawancara menyatakan bahwa:  

 

Tugas dari pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap sekolah 

dan pendidikan dalam menjalankan tugas pokok pada satuan 

pendidikan dan juga bertanggungjawab terhadap tugas tersebut dan 

memberikan pengawasan yang terbaik demi terlaksananya program 

wajib belajar dua belas tahun di Desa Baru Kabupaten Pasaman 

Barat.
45

 

 

Karena pengawasan dalam pendidikan sangat dibutuhkan karena tanpa 

adanya pengawasan akan hambar terasa kurang maka dari itu, pengawasan 

sangat penting dilakukan terutama bagi pendidikan, di dukung dengan hasil 

wawancara menyatakan bahwa: 

Dinas Pendidikan melakukan pengawasan ke sekolah, mengevaluasi 

dan bertanya kepada murid-murid bagaimana dengan para guru-guru 
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Wawancara, Bapak Agusli Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat pada 

tanggal 1 Februari 2022. 
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Wawancara, Bapak Agusli Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Baratpada 

tanggal 1 Februari 2022. 



50 
 

 
 

apakah sering masuk atau tidak ketika jam pelajaran sedang 

berlangsung maka disinilah dinas pendidikan melakukan evaluasi agar 

guru-guru melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sarta 

memberikan ilmu dan mengajar anak-anak peserta didiknya. 

 

Di dukung dengan hasil menyatakan wawancara bahwa: 

 

Dimana Dinas Pendidikan dalam hal ini kemenag langsung datang ke 

sekolah-sekolah dan mengelilingi sekolah dari pintu masuk hingga 

belakang setelah itu berbicara dengan guru-guru yang ada di sekolah 

tersebut terkait bagaimana proses belajar di sekolah apakah ada 

kendala dan bagaimana dengan prestasi pada pendidikan anak-anak. 

  

Dari temuan khusus tersebut dinyatakan bahwa pemerintahan (dinas 

pendidikan) sudah menjalankan Peraturan Daerah No 10 tahun 2016 tersebut. 

Dalam hal ini dijelaskan langsung oleh Sekretaris Dinas Pendidikan  sendiri 

yaitu bapak Agusli dalam wawancara pada hari selasa,1Februari 2022. 

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas 

Tahun  

a) Kurangnya Minat Anak Untuk Sekolah 

Minat perlu ada dalam diri seseorang karena dengan adanya minat atau 

bakat maka anak bisa berkembang dan aktif sesuai dengan bakatnya sendiri 

maka minat tersebut harus diasah dan dikembangkan agar terhindar dari sifat 

malas. Begitu juga halnya dengan pendidikan maka minat anak sangat 

dibutuhkan untuk bisa aktif dan rajin untuk pergi kesekolah dan belajar serta 

mendapatkan pelajaran yang disampaikan oleh guru-gurunya. 

Dari hasil wawancara menyatakan bahwa: 

Saya sekolah di SMP Negeri 2 Desa Baru dan hanya bertahan sampai 

kelas dua SMP dan tidak ada niat untuk lanjut ke kelas 3 apalagi untuk 
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lanju SMA karena saya malas belajar dan semua pelajaran yang 

dijelaskan oleh ibu atau bapak guru saya kurang paham terutama 

belajar fisika lebih baik saya tidur dan otak saya tidak capek untuk 

berfikir dan lebih baik saya pulang dan bekerja karena dengan bekerja 

saya pikir tidak menguras otak tapi menghasilkan uang maka dari 

situlah saya tidak ada gairah dan semangat untuk melanjutkan sekolah 

lebih baik saya tidak sekolah dan memilih untuk bekerja.
46

 

 

Dalam hal ini bahwa anak bermasalah pada minatnya yang kurang dan 

malas untuk sekolah karena kurang paham mengenai pelajaran Fisika dan 

lebih memilih untuk bekerja. 

Begitu juga apa yang dinyatakan oleh orang tua dari anaknya 

menyatakan bahwa: 

Memang anak saya susah untuk di berikan masukan ketika dinasehati 

dia  memang diam tapi apa yang saya sampaikan hanya di dengarkan 

tapi tidak dilaksanakan dan saya sudah menyuruhnya agar melanjutkan 

sekolahnya dan berhenti bekerja karena saya ingin dia  lanjut ke 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi agar masa depannya bagus.
47

 

Dari hal tersebut bahwa orang tua sudah memberikan nasehat pada 

anak agar bisa melanjutkan sekolah sampai ke jenjang lebih tinggi agar masa 

depan anaknya bagus. Begitu juga yang dikatakan oleh anak bahwa: 

Saya hanya tamat SMP kalo masalah pemahaman terkait pelajaran 

saya paham tapi karena bandel dan sering panggilan orang tua 

sehingga guru-guru sekolah mengatakan jika bisa 6 tahun untuk 

jenjang SMP untuk saya maka pihak sekolah bisa menerima saya 

untuk lanjut sekolah lagi tapi sekolah sudah malu dengan kenakalan 

dan kelakukan saya dan orang tua juga angkat tangan karena sudah 

sering dipanggil kesekolah dan pasrah jika saya di berhentikan tidak 
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Wawancara, Ripandi  Anak Desa Baru Putus  sekolah  Tidak Lanjut Tingkat SMP pada 

tanggal 5 Februari 2022. 
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Wawancara, Bapak Mukhlis Orang Tua Dari Ripandi pada tanggal 5 Februari 2022. 
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masalah kata ayah karena sudah malu terlalu di panggil kesekolah dan 

sayapun tidak lanjut untuk melanjutkan sekolah lagi.
48

 

 

Begitu juga apa yang disampiakan oleh orang tua anak bahwa: 

Saya sebagai orang tua dari anak sudah sering menasehati agar tidak 

bandel dan bagus sekolah agar tidak seperti kami orang tuanya setiap 

panggilan orang tua, saya tidak pernah dibawak kesokolah karena dia 

takut sama ayahnya dan selalu ibunya yang dibawak, jadi karena 

seringnya anak kami ini panggilan orang tua karena bandelnya saya 

ayahnya pasrah dan kami serahkan pada pihak sekolah mana baiknya 

untuk anak kami karena begitu banyak nasehat yang diberikan satupun 

tidak ada yang masuk hanya masuk telinga kanan dan keluar telinga 

kiri dan akhirnya tidak lanjut sekolah dan dikeluarkan oleh pihak 

sekolah kami sebagai orang tua sudah capek karena kenakalan pada 

anak kami yang susah diatur dan diberi nasehat dan kami serahkan 

kepihak sekolah saja mengenai kasus kebandelannya dan kami hanya  

bisa menasehati dan mengajarinya.
49

 

 

Bahwa orang tua sudah memberikan nasehat dan pengajaran yang 

terbaik untuk anaknya tapi karena anak yang bandel dan akhirnya putus 

sekolah. Dan begitu juga apa yang dinyatakan oleh anak bahwa: 

Saya malu pergi ke sekolah karena di ruangan tersebut hanya saya 

yang paling tua dari segi usia dan murid yang lainnya masih muda dan 

saya malu pergi kesekolah disebabkan oleh faktor usia yang lebih tua 

dari pada kawan-kawan yang lainnya jadi saya sekolah hanya pada 

jenjang pendidikan Sekolah Dasar kelas 5 dan tidak lanjut sekolah 

lagi.
50

 

 

Dan apa yang dinyatakan oleh orang tua anak bahwa: 

 

Sebenarnya kami sudah dari orang tua sering memberitahukan bahwa 

faktor usia tidak masalah untuk melanjutkan sekolah yang penting ada 

niatnya dan kemauan untuk belajar dan sekolah tapi karena anak kami 
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Wawancara, Alpiyansah anak Desa Baru   Putus  Sekolah  SMP pada tanggal 5 Februari 

2022. 
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Wawancara, Bapak Misbah Orang Tua Dari Alpiyansah pada tanggal 5 Februari 2022. 
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Wawancara, Zulkifli  Anak  Desa Baru  Putus Sekolah  tingkat  SD pada tanggal 5 Februari 

2022. 
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malu karena usianya lebih tua dari kawan-kawan yang lainnya jadi dia 

malas dan malu untuk pergi sekolah dan nasehat kami  tidak kurang 

agar dia dapat lanjut sekolah lagi tapi anak kami tidak mau lagi untuk 

lanjut sekolah dan memutuskan untuk berhenti.
51

 

 

Dalam hal ini dinyatakan  bahwa anak malu pergi sekolah karena dari 

segi faktor usia dan lebih memilih tidak lanjut sekolah dan orang tua sudah 

memberikan nasehat dan dukungan yang penuh terhadap anak tapi rasa malu 

anak yang tinggi sehingga berdampak pada pendidikan anak. 

b) Keadaan Ekonomi 

Ekonomi merupakan suatu kebutuhan yang mutlak yang dibutuhkan 

manusia baik benda maupun jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani 

maupun rohani untuk mempertahankan sesuatu demi keberlangsungan hidup 

untuk mencapai kesejahteraan sebagai makhluk hidup. Begitu juga halnya 

dengan pendidikan karena pendidikan merupakan suatu kebutuhan  yang 

juga perlu dicapai tentunya juga butuh biaya untuk mencapai kesuksesan 

dengan biaya. Seperti yang dikatakan oleh anak bahwa: 

Saya malu tidak sekolah karena kawan-kawan seumuran saya sekolah 

jika saya sekolah itupun belum tau kapan karena kendala ekonomi 

perihal untuk sekolah saya sangat bersemangat karena di kampung 

kerjaanpun tidak ada saya sering menangis karena meratapi keadaan 

yang menyebabkan saya tidak bisa sekolah dan orang tua memberi 

jeda dan menunggu biaya kalo mencukupi untuk lanjut ke jenjang 

SMA setelah biaya ada maka saya baru bisa lanjut sekolah sama 

seperti kawan-kawan yang lainnya.
52

 

 

Begitu juga dengan pernyataan orang tua anak bahwa: 
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Wawancara, Ibuk Nurina orang tua Zulkifli Anak Desa Baru pada tanggal 5 Februari 2022.. 
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Wawancara, Sahara tamat SMP Anak Desa Baru pada tanggal 8 Februari 2022. 
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Memang anak saya semangat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan 

SMA tapi karena keadaan ekonomi untuk sekolah belum ada maka 

untuk dua tahun ini anak saya menganggur dulu dan kami orang tua 

mencari biaya dan berusaha agar tahun depannya anak kami dapat 

lanjut ke jenjang SMA dan abangnya juga ikut mencari biaya untuk 

tambahan biaya dan kami orang tua sebenarnya kasihan sama anak 

kami karena sering menangis dan melihat kawan-kawannya yang 

bersekolah tapi tunggu 2 tahun lagi setelah biaya mencukupi anak saya 

akan kami sekolahkan ke jenjang SMA.
53

 

 

Anak yang putus sekolah tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang 

SMA karena keadaan ekonomi dan semangat anak untuk sekolah kuat tapi 

karena keadaan yang membuat anak putus sekolah dan menunggu 2 tahun 

untuk bisa lnjut ke jenjang pendidikan SMA. 

Dari hasil wawancara menyatakan bahwa: 

Saya duduk di bangku sekolah  kelas 1 SMA dan bersekolah hanya 

mampu satu semester karena kendala ekonomi dan adek saya juga 

sekolah SMP jadi diantara kami berdua harus ada salah satu yang 

mengalah untuk tidak sekolah karena saya sebagai kakak harus 

mengalah dan memberikan kesempatan untuk adek saya agar bisa 

lanjut sekolah karena keadaan ekonomi yang tidak mendukung dan 

dipaksa dengan keadaan yang membuat saya untuk  memilih dan 

memutuskan untuk berhenti sekolah.
54

 

 

Begitu juga pernyataan dari orang tua anak bahwa: “ Benar apa yang 

dikatakan oleh anak saya mereka bersaudara 5 orang dan yang sekolah 3 

orang karena keadaan ekonomi yang tidak mencukupi jadi kakaknya kami 
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Wawancara, Ibu Arlida Orang Tua  Sahara Anak Desa Baru pada tanggal 8 Februari 2022. 
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Wawancara, Ena Ameliya Siswa putus sekolah SMA Desa Baru pada tanggal 9 Februari 

2022. 
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suruh berhenti setelah adeknya tamat SMP setelah adeknya tamat maka 

kakaknya bisa lanjut ke jenjang pendidikan SMA lagi”.
55

 

Bahwa keadaan ekonomi dari orang tua yang menyebabkan anak putus 

sekolah dan mengalah demi adek-adeknya agaar bisa lanjut dan menunggu 

setelah adek tamat SMP dan lanjut ke jenjang pendidikan SMA. 

Dari hasil wawancara menyatakan  bahwa: 

Saya tidak dapat lanjut ke jenjang SMA karena keadaan ekonomi dan 

sudah putus sekolah selama 1 tahun ini perihal masalah pemahaman 

dan pelajaran saya paham dan mengerti begitu juga dengan suasana 

sekolah dan kawan-kawannya sangat baik begitu juga dengan guru-

gurunya asyik dan ramah-ramah tapi karena kendala ekonomi saya 

tidak dapat lanjut dan tamat kejenjang SMA  dan saya sering berkhayal 

agar bisa kuliah tapi itu tidak hanya  harapan  yang tidak mungkin bisa 

saya gapai.
56

 

 

Hasil wawancara dinyatakan orang tua bahwa: 

 

Anak kami perihal otak tidak kalah dan bisa dibilang pintar dan 

masalah pergaulan juga bagus dan dibarengi dengan sosialisasinya 

yang bagus dengan sesama teman sepergaulannya tapi karena kendala 

ekonomi anak kami hanya mampu duduk di bangku pendidikan selama 

1 tahun dan sekarang bekerja dan membantu orang tuanya karena 

ayahnya sudah meninggal dan saya bekerja sendiri keladang orang 

itupun tidak setiap hari dan hanya dua kali seminggu dari hasil kerja 

tersebut upahnya tidak mencukupi biaya untuk sekolah anak.
57

 

 

Faktor Keadaan ekonomi yang menyebabkan anak putus sekolah dan 

orang tua hanya tinggal ibu dan bekerja untuk menghidupi kebutuhan 

keluarga demi mencukupi kebutuhan hidup. 
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Wawancara, Ibu Malih Orang Tua Desa Baru pada tanggal 9 Februari 2022. 
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Wawancara, Dea Anak Desa Baru Putus Sekolah SMA pada tanggal 10 Februari 2022. 
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Wawancara Ibu Tera Orang Tua Dea pada tanggal 10 Februari 2022. 
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c) Kurangnya motivasi dari orang tua terhadap pendidikan anak 

Orang tua sangat berperan penting bagi pendidikan anak karena orang 

tua merupakan guru pertama bagi anak-anaknya. Motivasi dan dukungan 

dari orang tua merupakan sutu kenikmatan yang sangat dibutuhkan oleh 

anak karena dengan dukungan anak bisa jadi semangat. Begitu juga dengan 

pendidikan motivasi dan dukungan orang tua yang penuh dibutuhkan dari 

anak terutama perihal pendidikan begitu urgen demi masa depan anak. 

Seperti hasil wawancara menyatakan bahwa: 

Saya setiap hari memang pergi ke sekolah tapi tidak mengikuti proses 

pembelajaran karena tidur dan sering ke kantin dan  bolos juga karena 

capek dan bosan sekolah setiap hari pelajarannya itu aja ketika ingin 

belajar saya mengantuk dari pada tidur lebih baik saya ke kantin dan 

nongkrong sama kawan-kawan yang lain.”
58

 

 

Dan Hasil Wawancara Menyatakan Bahwa: 

 

Saya sebagai orang tua sudah sering menasehati agar jangan nakal dan 

bagus-bagus sekolah karena sudah terlalu sering bolos dan panggilan 

orang tua karena tidak masuk sekolah memang pagi dia berangkat 

sekolah tapi kami orang tua tidak tau bahwa dia sering bolos, setiap 

hari kami nasehati tapi tidak pernah di dengarkan akhirnya putus 

sekolah, sudah sering kami suruh agar melanjutkan sekolahnya tapi 

tidak mau alasannya karena bosan dan capek sekolah saya sebagai 

orang tuapun tidak menyuruh untuk sekolah lagi karena dia sering 

mintak keluar sekolah tapi kami nasehati dan memberitahukan bahwa 

pendidkan itu sangat penting tapi anaknya tidak mau dan lebih 

memilih bermain dan nongkrong dengan kawan-kawannya yang tidak 

sekolah.
59
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Wawancara, Ismail Anak Desa Baru Putus Sekolah SMA pada tanggal 10 Febuari 2022. 
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Wawancara, Ibu Nani Orang Tua Ismail Anak Putus Sekolah SMA pada tanggal 10 Februari 
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Dari hal tersebut bahwa anak terlalu sibuk dengan pergaulannya dan 

lupa akan pendidikan sehingga nasehat yang diberikan orang tuanya tidak 

dapat di terima dan anak hanya memikirkan dunia bermain dengan teman 

sepergaulan tanpa memikirkan pendidikannya sehingga orang tua putus asa 

dan pasrah serta membiarkan anaknya sibuk dengan dunia permainan dengan 

teman-temannya. 

Dari hasil wawancara menyatakan bahwa: 

Menurut saya untuk apa sekolah karena belum tentu dengan sekolah 

mampu menghasilkan uang karena kenyataannya dari sekian banyak 

orang sekolah tapi ujung-ujungnya pergi ke kebun dan membantu 

orang tua, jadi tidak sekolah sama sekolah sama saja buktinya saya 

tidak sekolah juga menghasilkan uang dan bekerja jadi saya malas 

sekolah buang-buang waktu karena setiap hari pergi sekolah belum 

tentu mengahasilkan uang tapi menghabiskan uang orang tua.
60

 

 

Dari hasil wawancara menyatakan bahwa: 

Saya tidak melanjutkan sekolah anak kami ke jenjang pendidikan 

SMA karena menurut kami tidak lanjutpun sekolah dia sudah bisa 

menghasilkan uang jadi untuk apalagi dia sekolah karena tidak tamat 

SMA dia sudah bisa kerja dan belum tentu nanti dia lanjut sekolah dan 

tamat cepat dapat kerja dan menghasilkan uang dan yang penting cepat 

dapat kerja dan bisa mengahasilkan dan tidak menyusahkan orang tua 

karena anak kami mampu bekerja dan mandiri  sama juga seperti anak 

yang sekolah bahkan mereka belum menghasilkan uang karena sibuk 

dengan sekolah hanya tidak sekolahpun anak saya mampu bekerja dan 

dapat  membantu keluarga kami sebagai orang tua bangga melihat 

anaknya yang belum tamat SMA saja mampu bekerja dan 

menghasilkan uang.
61

 

 

Dari hal tersebut bahwa kurangnya perhatian dan dukungan dari orang 

tua  terhadap pendidikan anak karena orang tua menilai bahwa dengan tidak 
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sekolah anak mampu untuk bekerja dan menghasilkan uang karena sekolah 

belum tentu mendapatkan pekerjaan dan ujung-ujungnya ke kebun dan 

membantu orang tua. 

Dari hasil wawancara menyatakan bahwa: 

Saya  sekolah hanya sampai kelas 2 SMP dan mau lanjut ke kelas 3 

tapi tidak kesampaian karena melihat banyaknya kawan-kawan yang 

bekerja dan menikah saya jadi malas untuk melanjutkan sekolah 

karena untuk apa perempuan pendidikan tinggi ujung-ujungnya juga 

menikah dan tinggal di rumah sama seperti orang yang sekolah juga 

nanti menikah dan belum tentu lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi lagi.
62

 

 

Dari hasil wawancara menyatakan bahwa: 

Saya juga sepermikiran dengan anak kami karena banyak orang yang 

sekolahnya tinggi terutama bagi perempuan untuk apa sekolah tinggi 

karena ujung-ujungya jadi ibu rumah tangga dan belum tentu sukses 

bahkan lebih sukses orang yang tamat SMA dan bahkan lebih besar 

penghasilan dan kerjanya daripada orang yang tamat SMA karena 

menurut saya pendidikan tidak menentukan pekerjaan dan penghasilan 

anak karena kenyataannya banyak yang seperti itu tapi tergantung dari 

rezeki anak.
63

 

 

Kurangnya pengetahuan orang tua terhadap dunia pendidikan serta 

kurangnya motovasi dan perhatian orang tua terhadap pendidikan anak dan 

pemikiran orang tua terbelakang perihal pendidikan anak sehingga anak tidak 

tertarik untuk melanjutkan sekolah sehingga pemikiran anak jadi terbelakang. 
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3. Tinjaun Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Pendidikan Dalam 

Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun 

Fiqh siyasah berasal dari dua kata yaitu fiqh dan siyasah, fiqh secara 

bahasa berarti pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan 

dan perbuatan manusia, sedangkan menurut istilah fiqh adalah pengetahuan 

mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur‟an dan Sunnah 

yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. 

Sedangkan kata siyasah secara bahasa berasal dari kata sasa. Kata ini 

dalam kamus Al-Munjid dal lisan al-„Arab berarti mengatur, mengurus dan 

memerintah. Jadi kata siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu 

mengatur, mengurus, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan 

politik. Menurut istilah siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu 

dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam Al-

Munjid disebutkan siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan 

membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Abbdul wahab Khallaf 

mendefenisikan bahwa siyasah adalah sebagai Undang-Undang yang diletakkan 

untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.
64

 

Secara garis besar objek dari fiqh siyasah terbagi menjadi 3 bagian 

diantaranya yaitu, peraturan dan perundang-undangan, pengorganisasian dan 
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pengaturan kemaslahatan dan hubungan antar penguasa serta hak dan kewajiban 

masing-masing dalam mencapai tujuan negara. 

Peran di defenisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau 

dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam 

pemerintahan. Dimana peran mempunyai aktivitas yang di jalankan oleh 

seseorang atau suatu lembaga pemerintahan dan mempunyai tanggungjawab 

atas pekerjaan yang di jalankan agar tugas dan kewajiban dapat terlaksanakan. 

Peran Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan program wajib belajar dua 

belas tahun dapat dilihat dari bagaimana para pemerintah yang di dalamnya 

Dinas Pendidikan dapat menjalankan perannya agar pelaksanaan dari program 

wajib belajar dua belas tahun terlaksanakan, tentu harus di dasarkan atas  

tangggungjawab dari pekerjaan yang sedang diperankan oleh seseorang dan 

amanat serta tidak lalai dari perannya sebagai pemerintah yang didalamnya 

dinas pendidikan untuk menjalankan sebuah aturan yang sedang ditetapkan. 

Sebagaimana dalam Hadits dikatakan bahwa: 

لحََةِ  ط باِلأمَصأ اعِيَّةِ مَنوُأ مَامِ عَلَى الرَّ ِ فُ الْأ  تصََرُّ

Artinya:  “Tasharruf (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan 

dengan kemaslahatan.”
65

 

Karena dalam Islam seseorang yang mempunyai tugas dalam sebuah 

pekerjaan harus bertanggungjawab atas pekerjaan yang sedang diamanatkan 

                                                           
65

Duski Ibrahim, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, (Palembang; CV. Amanah, 2019), hlm. 109. 



61 
 

 
 

kepadanya dan tidak lalai dalam mengelola pekerjaan yang sedang di jalankan 

karena setiap pekerjaan yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan sesuai 

dengan apa yang kita kerjakan. Karena sudah kewajiban bagi pemerintah untuk 

melaksanakan program wajib belajar agar anak-anak bisa mengetahui apa yang 

tidak mereka ketahui dan anak-anak adalah penerus bangsa. Sebagaimana yang 

dijelaskan dalam Hadits Rasulullah SAW: 

ِْٔ ْزَعيحِّ ِْ هٌْعَ ْ٘ سْئُ ٍَ ْ ٌْ مُيُّنُ َٗ ْزَاعٍْ ٌْ  مُيُّنُ

Artinya: “Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian 

akan diminta pertanggung jawabannya atas apa yang di pimpinnya 

(HR. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim)”.
66

 

Dan dalam Surah An-Nisa ayat 58 dijelaskan juga bahwa: 

ْاىَّْبسِْ َِ ْبيَْ ٌْ حُ َْ اذَِاْحَنَ َٗ ْ ْٕيِٖبَُۙ ْاَ
ٰٚٓ ثِْاىِه هْ هٍ ٗاْالَْْ ْجؤَُدُّ ُْ ْاَ ٌْ سُمُ ٍُ َْيأَْ

ْاّللهه َُّ  اِ

يْعًبْۢبصَِيْسًا َِ ْسَ َُ َْمَب
ْاّللهه َُّ ْ ْاِ ٖٔ ْبِ ٌْ بْيَعِظنُُ ََّ َّْعِِ

ْاّللهه َُّ اِ اْببِىْعَدْهِْْ  ْ٘ َُ ْجحَْنُ ُْ  اَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar 

lagi maha melihat.
67
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Dari Hadits dan Surah diatas dapat dikaitkan bahwa Peran Dinas 

pendidikan dalam pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun menjadi 

tanggung jawab penuh bagi Dinas Pendidikan karena sesuai dengan Hadits dan 

Surah di atas bahwa setiap pemimpin itu diminta pertanggung  jawabannya dan 

memberikan amanat kepada yang berhak menerimanya diantara manusia karena 

Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya kepada hambanya dan Allah maha 

mendengar dan melihat.  

Dalam hal ini Dinas Pendidikan di Desa Baru Kecamatan Ranah 

Batahan Kabupaten Pasaman Barat sudah menjalankan perannya tetapi belum 

maksimal sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Daerah No. 10 tahun 2016 

tentang penyelenggaraan pemenuhan hak-hak anak karena masih banyak 

masyarakat yang kurang paham dan tidak mengetahui adanya sosialisasi dan 

peraturan terkait pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun sehingga 

akibatnya berdampak pada pendidikan anak-anak. 

Dari masalah diatas Peran Dinas Pendidikan di Desa Baru Kecamatan 

Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat belum sesuai dengan Hadits dan 

Surah tersebut. Seperti yang disebutkan dalam Hadits Rasulullah SAW bahwa 

setiap pemimpin diminta pertanggung jawabannya atas apa yang di pimpinnya 

sedangkan Peran Dinas Pendidikan belum sepenuhnya menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya kepada masyarakat. 
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Maka dari itu Dinas Pendidikan seharusnya mensosialisasikan kembali 

kepada masyarakat dan sekolah serta UPTD agar anak-anak bisa melanjutkan 

pendikan ke jenjang yang lebih tinggi minimal berijazah SMA. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti 

menyimpulkan yaitu: 

1. Peran Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan program wajib belejara 12 tahun di 

Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat yaitu: 

melaksanakan pembiayaan dengan uang atau bantuan kepada sekolah-sekolah 

dengan memberikan uang 300.000 perorang dan  buku-buku LKS kepada siswa. 

Melakukan sosialisasi, sosialisasi langsung dilakukan oleh sekretaris dinas 

pendidikan oleh bapak Agusli dengan terjun kelapangan dan mensosialisasikan 

program wajib belajar 12 tahun ke sekolah, UPTD dan masyarakat dengan 

metode ceramah dan memberitahukan bahwa pentingnya bagi anak untuk 

malaksanakan program wajib belajar 12 tahun. Melakukan pengawasan dengan 

monitoring dengan tujuan untuk mendapatkan dan mengetahui serta menggali 

kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, dan dilakukan juga degan 

pengawasan evaluasi dengan tujuan dilakukan agar mengetahui hasil akhir dari 

kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung. 

2. Adapun faktor penghambat pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di 

Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat adalah karena 

kurangnya minat pada diri individu anak untuk sekolah, keadaan ekonomi, 

kurangnya motivasi dan dukungan dari orang tua terhadap pendidikan anak 
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serta kurangnya pengetahuan dan kesadaran terhadap aturan terkait pendidikan 

sehingga program wajib belajar dua belas tahun banyak dilanggar oleh anak 

sehingga menyebabkan anak putus sekolah dengan beberapa faktor penghambat 

tersebut. 

3. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peran dinas pendidikan dalam pelaksanaan 

program wajib belajar 12 tahun yaitu dimana kebijakan program wajib belajar 

sesuai dengan semangat fiqh siyasah dimana kebijakan pemerintah memberikan 

kemaslahatan pada masyarakat dalam menuntut ilmu menuju surganya Allah di 

dasarkan atas tanggung jwab yang diperankan oleh seorang pemimpin demi 

kemaslahatan masyarakatnya dengan dilaksanakannya pelaksanaan program 

wajib belajar dua belas tahun. 

B. Saran 

1. Sebelum pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan mensosialisasikan 

peraturan daerah No. 10 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemenuhan hak-

hak anak agar diperhatikan terlebih dahulu apakah semua daerah-daerah 

mengetahui adanya aturan tersebut serta  penduduk paham akan peraturan 

tersebut. 

2. Bagi orang tua untuk kedepannya agar memberikan perhatian dan dukungn yang 

penuh terhadap pendidikan anak karena pendidikan merupakan hak yang harus 

diikuti anak dan kewajiban bagi orang tua umtuk mencapai hak anaknya 

terlebih-lebih dalam pendidikan 
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3. Bagi anak-anak harusnya mengutamakan pendidikan daripada hal yang lainnya 

karena dengan menuntut ilmu kita bisa mengetahui apa yang tidak kita ketahui 

dan mendapatkan pengetahuan yang luas serta betapa pentingnya menuntut 

ilmu dan pendidikan untuk masa depan anak 

4. Pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun tidak akan bisa tercapai 

denganmaksimal tanpa adanya kerja sama dengan lembaga-lembaga yang 

terkait,sehingga dibutuhkan keterlibatan dari pemerintah, sekolah, UPTD dan 

masyarakatserta unsur-unsur lainnya. 

5. Dalam hal ini tentu pihak pemerintaha atau Kepada Dinas pendidikan, hasil 

penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasiterkait dengan peran dinas pendidikan 

dalam pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun. 
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Alamat                          : Batu Sondat 

 

B. DATA ORANG TUA 

Nama Orang Tua   

Ayah   : Marwan Nst 

Ibu               : Ida Murni Lbs 

Alamat  : Batu Sondat 

 

C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN 

2006-2012    : SD 340 Batu Sondat 

2012-2015   : MTs Ypp Al-Barkah Gunung Tua 

2015-2018   : MAN Panyabungan 

2018- Sekarang          : Mahasiswa S-1 UIN SYAHADA  

                                     Padangsidimpuan Jurusan Hukum Tata Negara  

                 Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum 

D. MOTTO HIDUP 

“Tidak apa-apa menjadi orang yang diremehkan karena jika tidak ada orang 

yang meremehkan dan merendahkan artinya kita tidak manusia” 

 

 

Penulis 

Rafida Alawiyah  

Nim. 1810300002 



 
 

 
 

Daftar wawancara 
Peran Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas 

TahunBerdasarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 216 Tentang  

Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Anak Di Desa Baru  

Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat 

 

A. Wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendidikan   

 

1. Apakah bapak sudah pernah melaksanakan sosialisasi program wajib belajar 

dua belas tahun? 

2. Kepada siapa saja sasaran Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 Kabupaten 

Pasaman Barat? 

3. Menurut bapak apakah program wajib belajar dua belas tahun sudah tercapai 

sesuai dengan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 di Kabupaten Pasaman 

Barat? 

4. Apa faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan program wajib belajar 

dua belas tahun? 

5. Bagaiamana tindakan pemerintah terhadap anak yang putus sekolah? 

 

B. Wawancara dengan Orang Tua Anak Putus Sekolah 

 

1. Apakah Bapak/Ibu sudah menegtahui adanya sosialisasi program wajib 

belajar dua belas tahun? 

2. Bagaimana cara Bapak/Ibu menyampaikan kepada anak tentang perlunya 

pendidikan terhadap anak? 

3. Apa kendala Bapak/Ibu sehingga menyebabkan anak putus sekolah? 

4. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pergaulan anak dengan teman 

sepergaulannya? 

5. Menurut Bapak/Ibu apa yang menyebabkan anak malas untuk sekolah dan 

lebih memilih bekerja? 

6. Bagaimana cara Bapak/Ibu menyampaikan bahwa lebih mengetumakan 

pendidikan daripada pekerjaan terhadap anak? 

 

C. Wawancara dengan Masyarakat Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan 

Kabupaten Pasaman Barat 

 

1. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui sosialisasi tentang pelaksanaan program 

wajib belajar dua belas tahun? 

2. Bagaimana menurut bapak/ibu dengan adanya program wajib belajar dua 

belas tahun? 

3. Menurut bapak/ibu apakah pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun 

sudah terlaksanakan dengan baik 



 
 

 
 

4. Apa upaya yang bapak  lakukan sebagai sekretaris Wali Nagari Desa Baru  

agar masyarakat tetap melaksanakan belajar dua belas tahun? 

 

D. Wawancara dengan Anak Yang Putus Sekolah  

1. Apa faktor penyebab adek malas untuk sekolah? 

2. Apakah orang tua memberikan motivasi dan dukungan terhadap pendidikan   

adek? 

3. Apakah adek paham dan mengerti tentang pelajaran yang ada di sekolah? 

4. Apakah ade tau ada sosialisasi tentang program wajib belajar dua belas tahun? 

5. Apakah ada paksaan dari orang tua sehingga adek putus sekolah dan lebih 

memilih untuk bekerja? 

6. Apakah jarak tempuh sekolah dari rumah adek terlalu jauh? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

        

Wawancara Dengan Bapak Agusli Sekretaris Dinas Pendidikan Kecematan 

Ranah Batahan   Kaupaten Pasaman Barat   

 

  Wawancara Dengan Bapak Bapak Wagiman Dan Bapak Sukri Sekretaris Wali 

Nagari Desa    Baru Kecamatan Ranaha Batahan Kabupaten Pasaman Barat 

 

 



 
 

 
 

        

        Wawancara dengan Bapak Abzan Masyarakat  Desa Baru Kecamatan Ranah 

Batahan Kabupaten Pasaman Barat                     

 

Wawancara dengan Bapak Sahbudin Masyarakat Desa Baru Kecamatan Ranah 

Batahan Kabupaten Pasaman Barat 

 

 

 



 
 

 
 

         

        Wawancara dengan Ibu Ade Orang Tua Anak  Putus Sekolah Desa Baru 

Kecamatan  Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat

 

Wawancara Dengan Ibu Isma Orang Tua Anak Putus Sekolah Desa Baru 

Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat 



 
 

 
 

         

        Wawancara dengan Bapak  Mukhlis Orang Tua Anak Putus Sekolah Desa Baru 

Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat 

                                

Wawancara dengan Ibu Nurina Anak Putus Sekolah Desa Baru Kecamatan 

Ranah   Batahan Kabupaten Pasaman Barat 



 
 

 
 

                                    

 

Wawancara dengan Ena Ameliya Anak Putus Sekolah Desa Baru Kecamatan 

Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat 

               

 

Wawancara dengan Alpiyansah Anak Putus Sekolah Desa Baru Kecamatan 

Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat 



 
 

 
 

               

 

Wawancara dengan Alpiyansah Anak Putus Sekolah Desa Baru Kecamatan 

Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat 

             

 

Wawancara dengan AnakPutus Sekolah Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan 

Kabupaten Pasaman Barat 



 
 

 
 

 
Wawancara denganAnak Putus Sekolah Desa Baru Kecamatan Ranah batahan 

Kabupaten Pasaman Barat 

         

Wawancara dengan Zulkifli Anak Putus Sekolah Desa Baru Kecamatan Ranah 

Batahan Kabupaten Pasaman Barat 

 



 
 

 
 

          

Wawancara Dengan Sahara Anak Putus Sekolah Desa Baru Kecamatan Ranah 

Batahan Kabupaten Pasaman Barat 

                      

 

Wawancara Dengan Mulyani Anak Putus Sekolah Desa Baru Kecamatan Ranah 

Batahan KabupatenPasaman Barat 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

 


